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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Cara-cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pasal 52 huruf a UU
No. 8 Tahun 1999 dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan
arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi adalah
penyelesaian dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen sebagai mediator atau penengah sehingga Kkeputusan
terakhir untuk menyelesaikan sengkeéta tersebut tetap tergantung
kepada para pihak sendiri. Begitu pula dengan penyelesaian
sengketa dengan cara Kkonsiliasi, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dalam hal imi bertindak sebagai juru damai tetapi
keputusannya tetap dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam
penvelesaian sengketa secara arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen bertindak sebagai  pemufus atau yang  berwenang
memutuskan sengketa sehingga keputusan terakhir berada di tangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ber&asmkm cara-cara
penyelesaian sengketa konsumen tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa untuk penyelesaian sengketa secara mediasi dan -kons'ﬂiési '
hasil akhimya adalah kesepakatan antara konsumen dan pelaku

usaha  vang tidak bersifat memwtus dan pelaksanaannya
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berdasarkan itikad balkk dan para pihak.  Sedangkan hasil
penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase berupa putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Akibat hukua putusan BPSK bersifat final dan mengikat yaitu
mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa atas
perintah pengadilan negeri apabila tidak dilaksanakan secara sukarela
oleh pelaku wusaha setelah dimintakan penetapan eksekusi kepada
pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan (pasal 57 UU
No. 8 Tahun 1999). Jadi putusan BPSK dapat dieksekusi seperti
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah mendapat
penetapan eksekusi dann  pengadilan. Putusan yang bersifat final
berarti tidak ada banding atau kasasi dalam BPSK (penjelasan pasal
54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 dan putusan BPSK juga
bersifat mengikat yang berart: putusan yang mengikat para pihak
dan mengikat pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan
eksekusi yaitu putusan yang diterima secara sukarela oleh konsumen
dan pelaku usaha walaupun ditolak oleh pelaku usaha dan
diajukan keberatan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 hari. Dan
Pelaksanaan putusan BPSK baru dijalankan setelah ada perintah

eksekusi dari  ketua pengadilan negeri berdasarkan permintaan

_penetapan eksekusi oleh konsumen. S
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